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ABSTRAK 
 

Nurlia (2025): “Pelaksanaan Penertiban terhadap Waria berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Ketertiban Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti”. 

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Ketertiban Umum pada bab VI pasal 19 menyebutkan bahwa Setiap 

orang dilarang berlaku sebagai waria yang melakukan kegiatan menggangu 

ketertiban dengan berkeliaran ditempat umum seperti taman, jalan dan fasilitas 

umum lainnya serta melakukan kegiatan pelacuran. Namun fakta dilapangan 

ditemukan bahwa masih banyak waria berkeliaran di kota selatpanjang. Masalah 

dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penertiban terhadap waria 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 dan apa kendala dalam 

menerapkannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan 

penertiban terhadap waria dan mengetahui kendalanya ditinjau dari Peraturan 

Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu penelitian 

hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan 

data dengan cara observasi, wawancara, angket dan studi kepustakaan. Penelitian 

ini dilakukan di daerah kawasan Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti 

dengan instansi pemerintah terkait yaitu Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Pemadam Kebakaran) Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

Pelaksanaan Penertiban terhadap waria berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 

tahun 2019 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak 

berjalan optimal. Hal ini dikarenakan adanya stigma dan diskriminasi, kurangnya 

pendekatan persuasif dan edukasi, keterbatasan kapasitas aparat penegak perda, 

ketiadaan regulasi pendukung dan alternatif solusi, tantangan koordinasi antar 

instansi. Untuk itu upayanya yang dilakukan adalah melakukan koordinasi 

fungsional antar instansi, melakukan penertiban terhadap waria, melakukan 

sosialisasi kepada waria, melakukan pendataan terhadap waria dan meningkatkan 

pengawasan dengan melakukan pemantauan langsung dilapangan. 

Kata Kunci: Pelaksanaan, Penertiban, Waria, Ketertiban Umum,  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pe$raturan Dae$rah i $alah Pe$raturan Pe$rundang-Undangan yang di $be$ntuk 

ole$h De$wan Pe$rwaki $lan Rakyat Dae$rah de$ngan pe$rse$tujuan be$rsama Ke$pala 

Dae$rah. Hal i $ni $ di $je$laskan dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2004 te$ntang Pe$mbe$ntukan Pe$raturan Pe$rundang-Undangan bahwa mate$ri $ 

muatan Pe$raturan Dae$rah (Pe$rda) i $alah se$gala mate$ri $ dalam rangka 

pe$nye $le$nggaraan otonomi $ dae$rah dan tugas pe$mbantuan se$rta me$nampung 

kondi $si $ khusus dae$rah se$rta pe$njabaran le$bi $h lanjut pe$raturan pe$rundang-

undangan yang le$bi $h ti $nggi $. Mate$ri $ muatan dalam Pe$rda me$ngarahkan 

te$rhadap pe$ran pe$me$ri $ntah dae$rah otonom yang te$rkai $t. 

Pe$ran dalam arti $an me$rupakan aspe$k di $nami $s dari $ suatu pe$ke$rjaan atau 

jabatan. Kozi $e$r me$nde$fi $ni $si $kan pe$ran se$bagai $ kumpulan pe$ri $laku yang 

di $harapkan orang lai $n dari $ se$se$orang be$rdasarkan posi $si $nya. Pe$ran 

di $pe$ngaruhi $ ole$h pe$ri $sti $wa sosi $al e$kste$rnal dan i $nte$rnal dan agak stabi $l. Pe$ran 

adalah pola pri $laku yang di $harapkan orang dalam si $tuasi$ sosi $al te$rte$ntu. Pe$ran 

adalah de$skri $psi $ sosi $al dari $ ke$pri $badi $an se$se$orang. Ke$ti $ka pe$ran di $kai $tkan 

de$ngan orang lai $n, dalam masyarakat poli $ti $k dan sosi $al, pe$ran te$rse$but 

me$njadi $ pe$nti $ng. Pe$ran adalah hasi $l dari $ posi $si $ dan ke$mampuan se$se$orang 

untuk me$laksanakan hak dan ke$waji $ban.
1
Soe$rjono Soe$kanto me$nganggap 

                                                                 
1
 Estiawan, Imawan, et., al, Peran Sekretariat DPRD Dalam Memperkuat Fungsi 

Legislasi DPRD, Jawa Tengah: Nem, 2024. h.5 
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pe$ran se$bagai $ e$le$me$n di $nami $s ke$dudukan (status), dan ji $ka se$se$orang 

me$laksanakan hak dan ke$waji $bannya se$suai $ de$ngan ke$dudukannya, maka i $a 

me$njalankan pe$ranan. Dari $ pe$nge$rti $an i $ni $, me$nyi $mpulkan bahwa pe$ran adalah 

suatu rangkai $an yang te$ratur yang di $ti $mbulkan kare$na suatu jabatan.
2
 Jabatan 

yang di $maksud adalah jabatan dalam pe$me$ri $ntahan.  

Pe$me$ri $ntah pada umumnya se$lalu me$nghadapi $ masalah dalam 

ke$hi $dupan masyarakat, salah satunya adalah pe$rmasalahan yang te$rdapat di$ 

pe$me$ri $ntahan Kabupate$n Ke$pulauan Me$ranti $ be$rupa kasus LGBT (wari $a). Di $ 

I$ndone$si $a, fe$nome$na LGBT te$rbagi $ me$njadi $ dua kate$gori $. Kate$gori $ pe$rtama 

di $ke$nal se$bagai $ LGBT, dan me$ncakup "pe$nyaki $t" gangguan ji $wa atau 

pe$nyi $mpangan ori $e$ntasi $ se$ksual yang me$le$kat pada i $ndi $vi $du. Faktor bi $ologi $s 

dan sosi $ologi $s adalah pe$nye$bab pe$nyaki $t te$rse$but, dan me$re$ka dapat me$nye$bar 

ke$ orang lai $n.  

Pada ti$ngkat e$nti $tas i $ni$, LGBT te$rbagi $ me$njadi $ dua i$de$nti $tas: yang 

pe$rtama me$nutup i $de$nti $tasnya se$bagai $ LGBT se$hi $ngga ti $dak ada orang lai $n 

yang tahu. I$de$nti $tas ke$dua adalah me$re$ka yang be$rani $ me$nunjukkan di $ri$ 

(me$mbuka i $de$nti $tasnya) ke$pada orang lai $n dan me$ngharapkan bantuan orang 

lai $n (di $ luar di $ri $nya) untuk me$mbantunya puli $h. Kate$gori $ yang ke$dua, e$nti $tas 

LGBT adalah komuni $tas, ke$lompok, atau organi $sasi $ LGBT. Ke$lompok i $ni$ 

me$mi $li$ki $ tujuan, mi$si $, dan akti $vi $tas khusus untuk ge$rakan me$re$ka. Se$karang, 

masyarakat I$ndone$si $a se$dang be$rde$bat te$ntang le$gali $sasi $ ge$rakan LGBT. 

                                                                 
2
 Soerjono Soekanto, Teori Peranan , Jakarta : Bumi Aksara, 2002.  h. 243 
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LGBT me$ni $mbulkan pro dan kontra di $ masyarakat. Hal i $ni $ 

me$nye $babkan ke$ti $daknyamanan dan me$ngganggu ke$te$rti $ban dan ke$te$ntraman 

umum. Dalam hal i $ni $, pe$ran pe$me$ri $ntah sangat pe$nti $ng untuk dapat 

me$nghe$nti $kan LGBT (wari $a). Ti $dak ada undang-undang I$ndone$si $a yang 

me$ngatur LGBT, ke$cuali $ di $ Provi $nsi $ Ace$h, yang me$ne$rapkan Qanun Ji $nayat. 

Se$bagai $mana di $nyatakan ole$h Snouk Hargronje$ dalam Ache$hne$se$ bahwa 

te$rdapat ke$se$ni $an Re$te$b Sadati $ yang me$nampi $lkan ori $e$ntasi $ se$ksual se$sama 

je$ni $s di $ Ace$h pada abad ke$-20.
3
 

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 292 

menyatakan bahwa: 

”orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain 

sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum 

dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”
4
 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 414 yaitu: 

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang 

berbeda atau sama jenis kelaminnya: 

a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 

tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III: 

b. secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau 

c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. 

(2) Setiap orang dengan kekerasana atau ancaman kekerasan memaksa orang 

lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
5
 

 

                                                                 
3
 Safrudin Aziz, Pendidikan seks perspektif terapi sufistik bagi LGBT, Kendal: Ernest 

2017.  h. 5 
 
4
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 292 

5
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana Pasal 414 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 

Pornografi Pasal 4 yaitu: 

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, 

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, 

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan 

pornografi yang secara eksplisit memuat: 

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; 

b. kekerasan seksual; 

c. masturbasi dan onani; 

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 

e. alat kelamin; atau 

f. pornografi anak.
6
 

 

LGBT (waria) di $lakukan bukan hanya ole$h orang-orang ate$i $s yang 

me$ne$ntang Tuhan dan hari $ ke$bangki $tan, te$tapi $ juga ole$h orang-orang yang 

be$ragama yang me$yaki $ni $ adanya tuhan dan alam akhi $rat. I$ni $ di $se$babkan 

pe$radaban manusi $a pada e$ra i $ni $ te$lah jauh me$ngarah ke$ mate$ri $ali $sme$, 

me$ni $nggalkan agama dan ni $lai $ spi $ri $tual. Pada masyarakat te$lah te$rse$bar 

be$rbagai $ pe$nyaki $t masyarakat yang me$mbangki $tkan syahwat dan naluri $-naluri $ 

he$wani $ah.
7
 Dalam hal ini Pasal 28 E dan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 

1945 menjelaskan terkait waria. 

      Pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945 ayat (3) yaitu: 

”setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 

agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, 

memilih tempat tinggal wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak 

kembali.”
8
 

 

      Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) yaitu: 

”setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam 

tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”
9
 

                                                                 
6
 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 

7
 Murtadha Mutahahri, Manusia dan Agama, Bandung: Mizan, 1984. h. 58 

8
 UUD 1945, Pasal 28 E 

9
 Ibid, Pasal 28 I 
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LGBT dalam pe$rspe$kti $f I$ndone$si $a di $anggap se$bagai $ salah satu 

pe$nye $le$we$ngan dalam be$rne$gara. Hal i $ni $ di$te$gaskan pula dalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 70 yang me$nyatakan se$bagai $ be$ri $kut :  

“Dalam me$njalankan hak dan ke$be$basannya, se$ti $ap orang waji$b 

tunduk ke$pada pe$mbatasan yang di$te$tapkan ole$h Undang-undang de$ngan 

maksud untuk me$njami $n pe$ngakuan se$rta pe$nghormatan atas hak dan 

ke$be$basan orang lai $n dan untuk me$me$nuhi $ tuntutan yang adi $l se$suai $ de$ngan 

pe$rti $mbangan moral, ke$amanan, dan ke$te$rti $ban umum dalam suatu 

masyarakat de$mokrati $s”.
10

 

 

      Dan Pasal 73 Undang-Undang HAM yang me$nyatakan:  

 

“Hak dan ke$be$basan yang di $atur dalam Undang-undang i $ni $ hanya 

dapat di$batasi $ ole$h dan be$rdasarkan undang-undang, se$mata-mata untuk 

me$njami $n pe$ngakuan dan pe$nghormatan te$rhadap hak asasi$ manusi$a se$rta 

ke$be$basan dasar orang lai $n, ke$susi $laan, ke$te$rti $ban umum, dan ke$pe$nti $ngan 

bangsa”.
11

 

 

Be$rdasarkan pasal 70 dan 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

te$ntang Hak Asasi $ Manusi $a te$rse$but me$mang be$nar, se$ti $ap manusi $a 

me$mpunyai $ ke$be$basan masi $ng–masi $ng, te$tapi $ ji $ka di $te$laah le$bi $h dalam bahwa 

ke$be$basan yang di $mi$li $ki $ be$rbandi $ng lurus de$ngan batasan yang harus di $pe$nuhi$ 

pula, se$pe$rti $ apakah me$langgar agama, ke$susi $laan, ke$pe$nti $ngan umum, hi $ngga 

ke$utuhan bangsa.  

Se$bagai $mana me$nurut UUD Ne$gara Re$publi $k I$ndone$si $a Tahun 1945 

pada ame$nde$me$n I$I$ sudah se$cara te$gas me$masukkan hak atas rasa aman i $ni $ di$ 

Pasal 28A-28I$. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Re$publi $k I$ndone$si $a Nomor 

39 Tahun 1999 te$ntang HAM, yai $tu:  

                                                                 
10

 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 70 
11

 Ibid, Pasal 73 



6 
 

 
 

"Se$ti $ap orang be$rhak atas rasa aman dan te$nte$ram se$rta pe$rli $ndungan 

te$rhadap ancaman ke$takutan untuk be$rbuat atau ti $dak be$rbuat se$suatu".
12

 

 

 Ke$mudi $an, te$rdapat dalam Pasal 35 te$ntang HAM, yai $tu:  

"Se$ti $ap orang be$rhak hi $dup di $ dalam tatanan masyarakat dan 

ke$ne$garaan yang damai $, aman, dan te$nte$ram yang me$nghormati $, me$li $ndungi $, 

dan me$laksakan se$pe$nuhnya hak asasi $ manusi $a dan ke$waji $ban dasar manusi $a 

se$bagai $mana di $atur dalam undang-undang i $ni $."
13

 

 

Untuk itu, de$ngan banyaknya yang me $mpe$rbi$ncangkan me $nge$nai $ 

status wari $a i $ni $ me$ngarahkan pada satu ke $si $mpulan, masyarakat I$ndone$si $a 

me$rasa ke$amanan dan ke$te$rti$bannya terganggu. Se$bagai $mana yang di $alami$ 

ole$h masyarakat Kabupate$n Ke$pulauan Me$ranti $. Kabupate$n Ke$pulauan 

Me$ranti $ adalah salah satu Kabupate$n te$rmuda di $ Provi$nsi $ Ri $au, I$ndone$si $a, 

de$ngan i $bu kotanya Se$latpanjang. Kabupate$n Ke$pulauan Me$ranti $ te$rdi $ri $ dari $ 

se$mbi $lan Ke$camatan yai $tu, Ke$camatan Te$bi $ng Ti $nggi $, Te$bi $ng Ti $nggi $ Barat, 

Rangsang, Rangsang Barat, Rangsang Pe$si $si $r, Pulau Me$rbau, Me$rbau, Tasi $k 

Putri$ Puyu, dan Te$bi $ng Ti $nggi $ Ti $mur.
14

 

Pe$ne$rti $ban yang di $lakukan ole$h Satpol PP te$rhadap ke$lompok wari $a 

yang te$rjadi $ di $ Kabupate$n Ke$pulauan Me$ranti $ banyak di $te$mui $ di $ AKA 

Me$ranti $ Hote$l dan AKA Me$ranti $ Ktv di $ Jl. Te$rubuk, Ne$w Furama Hote$l di $ Jl. 

Panjai $tan, Grand Me$ranti $ Hote$l dan Paragon Ktv Me$ranti $ di $ Jl. Karti $ni $. Wari $a 

banyak di $te$mui $ di $te$mpat te$rse$but de$ngan be$rpakai $an dan be$rpri $laku 

me$nyalahi $ aturan Pe$rundang-Undangan. Dari $ kasus di $atas, hal i$ni $ te$ntu 

me$nganggu ke$nyamanan masyarakat dan me$langgar Pe$rda Kabupate$n 
                                                                 

12
 Opcit, Pasal 30 

13
 Ibid, Pasal 35 

14
 Sejarah Data: Dokumentasi diambil dari Arsip di Kantor BAPPEDA Kabupaten 

Kepulauan Meranti, 20 Februari 2017. 
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Ke$pulauan Me$ranti $ No 5 tahun 2019 te$ntang Ke$te$rti $ban Umum te$patnya pada 

bab VI$ pasal 19 yang be$rbunyi $: 

“ se$ti $ap orang di $larang be$rlaku se$bagai $ wari $a yang me$lakukan 

ke$gi $atan me$ngganggu ke$te$rti $ban de$ngan be$rke$li $aran di $te$mpat-te$mpat umum 

se$pe$rti $ taman, jalan dan fasi $li$tas umum lai $nnya se$rta me$lakukan ke$gi $atan  

pe$lacuran.”  

 

Wari $a yang di $maksudkan di $si$ni $ di $je$laskan pasal 1 ayat 28 yang be$rbunyi $:  

“ wari$a atau banci $ adalah le$laki $ yang le$bi $h suka be$rpe$ran se$bagai $ 

pe$re$mpuan dalam ke$hi $dupan se$hari $-hari $ yang me$lakukan akti $fi $tas atau 

pe$ri $laku ne$gati $f se$bagai $ PSK.”
15

  

 

Dari $ pasal te$rse$but je$las bahwa ke$gi $atan ke$lompok wari $a di $atas 

me$rupakan pe$ri $laku me$nyi $mpang yang be$rte$ntangan dan harus di $ti $ndaklanjuti$ 

ole$h Satpol PP be$rdasarkan Pe$raturan Bupati $ Kabupate$n Ke$pulauan Me$ranti $ 

Nomor 18 Tahun 2022 te$ntang Ke$dudukan, Susunan Koordi $nasi $, Tugas Pokok 

dan Fungsi $, se$rta Tata Ke$rja Satuan Poli$si $ Pamong Praja dan Pe$madam 

Ke$bakaran Kabupate$n Ke$pulauan Me$ranti $ Pasal 4 te$rkai $t tugas Satpol PP 

yai $tu me$mbantu Bupati $ me$laksanakan urusan pe$me$ri $ntahan yang me$njadi$ 

ke$we$nangan dae$rah di $bi $dang Ke$te$ntraman dan Ke$te$rti $ban Umum dan 

Pe$rli $ndungan masyarakat dalam hal i$ni $ te$rkai $t pe$rmasalahan te$rhadap wari $a di$ 

Kabupate$n Ke$pulauan Me$ranti $. Dari $ pe$nje$lasan di $atas pe$nuli $s te$rtari $k dan 

untuk me$mbahas dalam be$ntuk pe$ne$li $ti $an skri $psi $ de$ngan judul “ Pelaksanaan 

Penertiban terhadap Waria berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 2019 Tentang Ketertiban di Kabupaten Kepulauan Meranti ”. 

                                                                 
15

 Indonesia, Peraturan Daerah  Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum. 
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B. Batasan Masalah 

Agar pe$ne$li $ti $an i $ni $ le$bi $h te$rarah pe$ne$li $ti $ me$mbatasi $ pe$ne$li $ti $an i $ni$ 

te$rhadap pe$laksanaan pe$ne$rti $ban te$rhadap wari $a be$rdasarkan Pe$raturan Nomor 

5 Tahun 2019 te$ntang Ke$te$rti $ban Umum di $ Kabupate$n Ke$pulauan Me$ranti $, 

Kota Se$latpanjang. 

C. Rumusan Masalah 

Be$rdasarkan latar be$lakang masalah yang te$lah di$te$tapkan, maka 

pe$rtanyaan-pe$rtanyaan dalam pe$ne$li $ti $an i $ni $ di $rumuskan se$bagai $ be$ri $kut : 

1. Bagai $mana Pe$laksanaan Pe$ne$rti $ban te$rhadap Wari $a be$rdasarkan Pe$raturan 

Dae$rah Nomor 5 Tahun 2019 te$ntang Ke$te$rti $ban Umum di $ Kabupate$n 

Ke$pulauan Me$ranti $? 

2. Apa ke$ndala dalam Pe$laksanaan Pe$ne$rti $ban te$rhadap wari $a di $ Kabupate$n 

Ke$pulauan Me$ranti $? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari $ pe$ne$li $ti$an i $ni $ adalah se$bagai $ be$ri $kut : 

a. Untuk me$nge$tahui $ Pe$laksanaan Pe$ne$rti $ban te$rhadap wari $a be$rdasarkan 

Pe$raturan Dae$rah Nomor 5 Tahun 2019 te$ntang Ke$te$rti $ban Umum di $ 

Kabupate$n Ke$pulauan Me$ranti $. 

b. Untuk me$nge$tahui $ ke$ndala dalam Pe$laksanaan pe$ne$rti $ban te$rhadap wari $a 

di $ Kabupate$n Kepulauan Me$ranti $. 

 

 



9 
 

 
 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis  

1. Se$bagai $  tambahan re$fe$re$nsi $ te$ntang pe$ran Satpol PP Kabupate$n 

Ke$pulauan Me$ranti $. 

2. Se$bagai $ pe$nge$mbangan i $lmu dan pe$mahaman te$rhadap wari $a. 

3. Se$bagai $ bahan pe$mbe$lajaran dan bacaan dalam undang-undang te$rkai $t 

kasus wari $a di $ Kabupate$n Ke$pulauan Me$ranti $. 

b. Secara Praktis 

1. Me$nambah wawasan ke$i $lmuan dalam hal me$nge$nai $ pe$ne$rti $ban te$rkai $t 

de$ngan ke$lompok wari $a yang di $lakukan ole$h Satpol PP Kabupate$n 

Ke$pulauan Me$ranti $. 

2. Untuk me$nambah wawasan  bagi $ masyarakat dalam hal me$nangani $ 

pe$ri $laku yang di $lakukan se$ke$lompok wari $a di $ Kabupate$n Ke$pulauan 

Me$ranti $. 
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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. Teori Ketertiban Umum  

Ke$te$rti $ban umum di $ke$nal de$ngan be$rbagai $ i $sti $lah, dalam bahasa 

pranci $s “orde$ publi $k”, dalam bahasa je$rman~”vorbe$hhaltklause$l”, dan 

di $ne$gara-ne$gara de$ngan si $ste$m common law di $se$but publi $c poli $cy  dan 

Ne$gara ci $vi $l law di $se$but publi$c orde$r. I$sti $lah poli $cy di $pe$rgunakan untuk 

me$nunjukkan pe$ngaruh yang be$sar dari $ faktor-faktor poli $ti$k, dalam hal 

me$ne$ntukan ada ti $daknya ke$te$rti $ban umum. Ke$te$rti $ban umum me$me$gang 

pe$ranan pe$nti $ng, dalam arti $ se$ti $ap si $ste$m hukum Ne$gara me$me$rlukan 

ancaman atau “re$m darurat” yang di $se$but de$ngan i $sti $lah ke$te$rti $ban 

umum.
16

 

 Ke$te$rti $ban umum (publi $c orde$r), se$ti $daknya se$cara te$ori $ti $s, 

di $anggap se$bagai $ ambang batas te$rti $nggi $ bagi $ pi $li $han hukum, walau be$lum 

ada ke$se$pakatan atau pe$nge$rti $an yang pasti $ dan me$ngi $kat, te$tapi $ ke$te$rti $ban 

umum me$ngacu pada ni $lai $-ni $lai $ dasar yang di $pe$gang te$guh yang harus 

di $laksanakan tanpa pe$nge$cuali $an.
17

 I$sti $lah Publi $c Orde$r The$ory se$cara 

spe$si $fi $k ti $dak di $gunakan ole$h John Rawls dalam karya-karyanya. Namun, 

ji $ka yang di $maksud adalah bagai $mana John Rawls me$mi $ki $rkan ke$te$rti $ban 

umum (publi$c orde$r) dalam ke$rangka te$ori $ ke$adi $lannya maka dapat 

                                                                 
16

 Dayat Limbong. Penataan Lahan PK-5 Ketertiban vs Kelangsungan Hidup, 

Jakarta: Pustaka Bangsa Pres,2016. h. 113 
17

 Priskila Pratita. Menguak Tabir Pilihan Hukum dalam Kontak Komersial 

Internasional di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2024. h.66 
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di $pahami $ se$bagai $ pe$nde$katan Rawls te$rhadap ke$te$rti $ban umum me$lalui$ 

be$be$rapa kunci $ dalam fi $lsafat poli $ti $knya. Publi $c orde$r me$nurut John 

Rawls bukan hanya se$ke$dar abse$nnya ke$kacauan, tapi $ adanya stabi $li $tas 

yang adi $l dan dapat di $te$ri $ma ole$h akal publi $k yang muncul me$lalui $ 

conse$nsus rasi $onal atau pri $nsi $p-pri $nsi $p ke$adi $lan dan be$rgantung pada 

i $nstusi$ yang adi $l dan me$nggunakan alasan publi $k dalam me$ngambi $l 

ke$putusan. 

Ke$te$rti $ban umum dalam pe$nafsi $ran se$mpi $t yakni $ ke$te$rti $ban yang 

hanya di $te$ntukan ole$h hukum yang se$dang be$rlaku. Ke$te$rti $ban umum 

dalam pe$nafsi $ran luas ti $dak me$mbatasi $ li$ngkup dan makna ke$te$rti $ban 

umum pada ke$te$ntuan hukum posi$ti $f saja, te$tapi $ me$li $puti$ se$gala ni $lai $-ni $lai $ 

dan pri $nsi $p-pri $nsi $p hukum yang hi $dup dan tumbuh dalam masyarakat.
18

 

Ke$te$rti $ban umum adalah pri $nsi $p me$ndasar dalam me$njaga 

ke$hi $dupan be$rdampi $ngan yang damai $ dan be$rfungsi $ dalam masyarakat. 

Pe$mahaman te$ntang bagai $mana norma-norma sosi $al, hukum dan e$ti $ka 

sali $ng be$ri $nte$raksi $ untuk me$mbe$ntuk ke$rangka ke$rja yang me$masti $kan 

ke$se$i $mbangan antara hak-hak i $ndi $vi $du de$ngan ke$pe$nti $ngan be$rsama 

sangatlah pe$nti $ng. Upaya me$njaga ke$te$rti $ban umum me$rupakan tanggung 

jawab pe$me$ri $ntah, otori $tas, dan masyarakat se$cara 

ke$se$luruhan.
19

Pe$nye$le$nggaraan ke$te$rti $ban umum di $maksudkan untuk 

me$wujudkan tata ke$hi $dupan masyarakat yang te$rti $b, te$ntram, nyaman, 

be$rsi $h dan i $ndah se$hi $ngga di $pe$rlukan adanya pe$ngaturan bi $dang ke$te$rti $ban 

                                                                 
18

 M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. h. 56 
19

 Annisa Rahmadanita “ Tren Penelitian Ketertiban Umum (Public Order): Sebuah 

Pendekatan Bibliometrik” dalam Jurnal Tatampong, Vol.5., No.1., (2023), h. 83 
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umum yang mampu me$li $ndungi $ warga masyarakat, sarana dan prasarana. 

Bukan suatu ke$be$tulan ji $ka ke$bi $jakan-ke$bi $jakan Ne$gara se$jahte$ra 

di $ke$mbangkan dalam de$mokrasi $ kare$na pada dasarnya i $tu me$rupakan 

ke$bi $jakan yang me$nari $k masyarakat.
20

 

2. Teori Hak Asasi Manusia 

Se$be$lum me$mbi $carakan HAM maka te$rle$bi $h dahulu akan 

di $paparkan te$ntang hak. Hak adalah se$suatu yang harus di $te$ri $ma, di $mi $li $ki$ 

atau di $pe$role$h ole$h se$ti $ap manusi $a.te$rdapat be$be$rapa te$rmi $nologi $ yang 

bi $asanya di $pe$rgunakan dalam tradi $si $ akade$mi $k te$ntang se$butan HAM. 

Be$rke$naan de$ngan hal te$rse$but, Djoko Prakoso dan Djaman Andhi $ 

Ni $rwanto, me$nge$mukakan bahwa dalam ke$hi $dupan be$rmasyarakat dan 

be$rne$gara, se$hari $-hari $ ki $ta se$ri $ng me$nde$ngar i $sti $lah “ Hak-Hak Asasi $” atau 

bi $asa di $se$but de$ngan i $sti$lah human ri $ghts, natural ri$ghts, basi$c and 

i $ndubi $table$ fre$e$doms, fundame$ntal ri $ghts, ci $vi $l ri $ghts dan lai $n-lai $n. Prof. 

A. Mansyur E$ffe$ndy me$nyatakan bahwa se$lama i $ni $ hak asasi $ manusi $a 

se$ri $ng juga di $se$but hak kodrat, hak dasar manusi $a, hal mutlak atau dalam 

bahasa be$landa di $se$but grond re$chte$n, me$nse$ re$chte$n, dan re$chte$n van 

me$ns. 

Hak asasi $ manusi $a dapat di $li$hat se$bagai $ se$buah i $de$nti $tas yang 

me$mbe$dakan manusi $a de$ngan makhluk yang lai $n, maka sudah se$pantasnya 

                                                                 
20

 K C Wheare. Konstitusi-konstitusi Modern ( modern constitutions), Bandung: 

Nusa Media,2019. h. 114 
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hak asasi $ manusi $a di $akui $ se$cara uni $ve$rsal tanpa pe$duli $ apapun warna kuli $t, 

je$ni $s ke$lami $n, usi $a, latar be$lakang, kultural dan agama. 

Ji$mly Asshi $di $qqi $e$ me$nyatakan bahwa hak asasi $ manusi $a adalah 

hak-hak yang di $akui $ se$cara uni $ve$rsal se$bagai $ hak-hak yang me$le$kat pada 

manusi $a kare$na haki $kat dan kodrat ke$lahi $ran manusi $a se$bagai $ manusi $a 

yai $tu hak-hak untuk me$ni $kmati $ ke$be$basan dari $ se$gala be$ntuk pe$rhambaan, 

pe$ni $ndasan, pe$rampasan, pe$ngani $ayaan atau pe$rlakuan apapun lai $nnya 

yang me$nye$babkan manusi $a ti $dak dapat hi $dup se$cara layak se$bagai $ 

manusi $a.
21

 

Gagasan me$nge$nai $ hak asasi $ manusi $a i $ni $ muncul be$rsamaan 

de$ngan konse$p hak kodrati $ (natural ri$ghts the$ory) be$rbe$kal de$ngan 

pe$mi $ki $ran hukum kodrati $ Thomas Aqui $nas, Hugo de$ Groot dan yang 

di $lanjutkan pada masa Re$nai $sans, John Locke$ me$lalui $ pe$mi $ki $ran te$ntang 

hukum kodrati $ hi $ngga te$rjadi $nya re$volusi $ I$nggri $s, Ame$ri $ka Se$ri $kat dan 

Pranci $s pada abad 17 dan 18.
22

 

Pe$mi $ki$ran me$nge$nai $ hukum kodrati $ be$rakar dari $ ke$kuatan 

konse$vati $f yang i $ngi $n me$li$ndungi $ prope$rti $-prope$rti $ yang me$rupakan 

si $mbol dari $ adanya tata ke$hi $dupan yang pe$nde$katannya be$rpi $jak dari$ 

pandangan te$ologi $s dan se$kule$r yang me$li $hat bahwa hukum yang ada 

adalah pe$rwujudan atau me$rupakan fe$nome$na dari $ tatanan hukum yang 

le$bi $h ti $nggi $ dan se$harusnya di $taati $. Moti $f te$rse$but di $akui $ se$bagai $ hak 
                                                                 

21
 Jimly Asshidiqqie. Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Jakarta: 

Mahkamah Konstitusi Press, 2025, h. 243 
22

 Rhona K M Smith. Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Pusham UII, 2008, 

h.12 
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fundame$ntal dari $ se$ti $ap i $ndi$vi $du dalam hi $dupnya, namun di $bali $k si$fat 

konse$rvati $f gagasan hukum kodrati $ tadi$, me$ngandung moti $f yang 

re$volusi $one$r, hal i $ni $ te$rbukti $ ke$ti$ka pe$mi $ki $ran hukum kodrati $ te$ntang 

ke$se$taraan manusi $a te$rkandung dalam dokume$n hukum yang te$rhi $mpundi $ 

Ame$ri $ka dan Pranci $s yang be$rtujuan untuk me$li $ndungi $ hak asasi$ 

manusi $a.
23

  

Me$ski $pun be$be$rapa pakar me$nyatakan konse$p hak asasi $ manusi $a 

se$cara se$de$rhana sampai $ ke$ fi $lsafat stoi $ka di $ zaman kuno le$wat 

yuri $sprude$nsi $ hukum kodrati $ (natural law) Groti $us dan i $us naturale$ dari $ 

undang-undang romawi $. Tampak je$las bahwa asal usul konse$p hak asasi$ 

manusi $a yang mode$rn dapat di $jumpai $ dalam re$volusi $ I$nggri $s, Ame$ri $ka 

Se$ri $kat dan Pranci $s pada abad ke$-17 dan ke$-18.
24

 

Te$ori $ hak asasi $ manusi $a me$rupakan doktri $n-doktri $n hukum alam 

awal be$rkai $tan de$ngan pe$mi $ki $ran te$ntang hak alam se$hi $ngga 

pe$rke$mbangan doktri $n me$nge$nai $ hukum alam i $ni $ adalah kare$na 

ke$ce$ndrungan untuk be$rpi $ki $r spe$kulati $f se$rta pe$rse$psi $ i $nte$le$ktual untuk 

me$nyadari $ adanya trage$di $ ke$hi $dupan manusi $a se$rta konfli $k-konfli $k dalam 

ke$hi $dupan duni $a i $ni $. Me$nurut ajaran i $ni $ bahwa hukum be$rlaku uni $ve$rsal 

dan abadi $ yang be$rsumbe$r ke$pada tuhan (i $rrasi $onal) dan akal (rasi $o) 

manusi $a. Me$nurut Fri $e$dman yang di $kuti $p ole$h Li $li$ Rasji$di $, bahwa se$jarah 

te$ntang hukum alam me$rupakan se$jarah umat dalam usahanya untuk 

                                                                 
23

 Antonius dan Fernand. Pengantar Filsafat Hukum, Jakarta: Kencana, 2008, h. 42 
24

 Scott Davidson. Hak Asasi Manusia, Jakarta: Garffiti, 1994, h. 2 
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me$ne$mukan apa yang di$namakan ke$adi $lan yang mutlak (absolute$ 

justi$ce$).
25

  

I$de$-i $de$ hak asasi $ manusi $a yang di $buat pada masa i $tu masi $h 

di $pahami $ se$bagai $ hak-hak alam (natural ri $ghts) me$rupakan suatu 

ke$butuhan dan re$ali $tas sosi $al yang be$rsi $fat umum, ke$mudi$an me$ngalami$ 

be$rbagai $ pe$rubahan se$jalan de$ngan adanya pe$rubahan-pe$rubahan yang 

te$rjadi $ dalam ke$yaki $nan-ke$yaki $nan dan prakte$k-prakte$k dalam masyarakat 

yang me$rupakan suatu tahapan yang be$rke$mbang se$me$njak abad ke$-13 

hi $ngga masa pe$rdamai $an We$stphali $a (1648), dan se$lama masa bangki $t 

ke$mbali $ (re$nai $sans) se$rta ke$munduran (fe$odali $sme$). Dalam pe$ri $ode$ i $ni$ 

tampak ke$gagalan dari $ para pe$ngusaha untuk me$me$nuhi $ ke$waji $bannya 

be$rdasarkan hukum alam. Pe$rge$se$ran hukum alam se$bagai $ ke$waji $ban 

me$njadi $ hak-hak yang se$dang di $buat.
26

  

Dalam hal i $ni $ Mahfud MD me$nje$laskan bahwa konse$p hak asasi $ 

manusi $a yang muncul dan be$rke$mbang di $ E$ropa Barat se$jak jaman 

pe$rte$ngahan se$be$narnya tumbuh be$rsamaan de$ngan munculnya paham 

ke$bangsaan yang me$lahi $rkan Ne$gara-ne$gara mode$rn dan se$kule$r. Gagasan 

i $ni $ di $munculkan se$bagai $ alte$rnati $ve$ pe$rombakan atas si $ste$m poli $ti $k dan 

ke$tatane$garaan yang se$ntrali $sti $k , di $mana ke$kuasaan Ne$gara te$rle$tak 

                                                                 
25

 Lili Rasjidi dan Ira Thania, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju, 

2002, h. 53 
26

 Satya Arinanto. Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Jakarta, 

2008, h. 71 
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di $tangan pe$nguasa se$cara absolut.
27

 Hal i $ni $ te$ntu be$lum se$jalan de$ngan hak 

asasi $ manusi $a. 

Hak asasi $ manusi $a se$bagai $ anugrah tuhan yang maha e$sa, bi $asa 

di $rumuskan se$bagai $ hak kodrati $ah yang me$le$kat di$mi $li$ki $ ole$h manusi$a 

se$bagai $ karuni $a pe$mbe$ri $an tuhan ke$pada i $nsan manusi $a dalam me$nopang 

dan me$mpe$rtahankan hi $dup dan pe$ri $ke$hi $dupannya di $ muka bumi $. DF 

Sche$lte$ns me$nge$mukakan bahwa HAM adalah hak yang di $pe$role$h se$ti $ap 

manusi $a se$bagai $ konse$kue$nsi $ i $a di $lahi $rkan me$njadi $ manusi $a. Kare$nanya 

HAM harus di $be$dakan dari $ hak dasar, di $mana HAM be$rasal dari $ kata 

“Me$nse$n Re$chte$n” se$dangkan hak dasar be$rasal dari $ kata “Grond 

Re$chte$n”. 

Pe$nge$rti $an HAM yang di $utarakan di $atas, le$bi $h me$ni $ti $k be$ratkan 

pada pe$rspe$kti $f asal muasal HAM, be$lum me$nye$ntuh se$cara substansi $al 

yang dapat di $jadi $kan pe$gangan normati $f atau se$cara yuri $di $s dari $ pe$nge$rti $an 

HAM i $tu se$ndi $ri $. Ole$h kare$na i $tu di $li $hat dari $ Pasal 1 Buti $r 1 UU no. 39 

Tahun 1999 te$ntang HAM, me$mbe$ri $kan pe$nge$rti $an Ham se$bagai $ 

se$pe$rangkat hak yang me$le$kat pada haki $kat dan ke$be$radaan manusi $a 

se$bagai $ Makhluk Tuhan Yang Maha E$sa dan me$rupakan anuge$rah-Nya 

yang waji $b di $hormati $, di $junjung ti $nggi $ dan di $li$ndungi $ ole$h Ne$gara, 

hukum, pe$me$ri $ntah, dan se$ti $ap orang de$mi $ ke$hormatan se$rta pe$rli $ndungan 

                                                                 
27

 Sobirin dan Suparman. Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, 

Yogyakarta: UII Press, 2002, h. 22 
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harkat dan martabat manusi $a.
28

 HAM me$rupakan hak yang me$le$kat 

de$ngan kuat di $ dalam di $ri $ manusi $a. Ke$be$radaannya di $yaki $ni $ se$bagai $ 

bagi $an yang tak te$rpi $sahkan dari $ ke$hi $dupan manusi $a.
29

 

Hubungan Hak Asasi Manusia dengan waria adalah bagian penting 

dari cakupan terkait kesetaraan, non diskriminasi, dan perlindungan hak 

individu dalam masyarakat yang beragam. Hal ini dapat dilihat pada 

prinsip HAM dimana Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada 

setiap individu sejak lahir tanpa memandang ras, agama, etnis, jenis 

kelamin, orientasi seksual dan identitas gender. Waria sebagai bagian dari 

kelompok dengan identitas gender non-normatif, berhak atas perlindungan 

dan pemenuhan HAM seperti orang lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 E 

dan Pasal 28 I  yang berbunyi: 

”setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 

agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih 

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal wilayah negara dan 

meninggalkannya, serta berhak kembali.”
30

 

 

            Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) yaitu: 

”setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain 

dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”
31

 

 

Berdasarkan pasal diatas jelas bahwa waria mempunyai hak atas diri 

sendiri dan berhak untuk mendapatkan perlakuan tidak diskriminatif dari 

individu lain. Terkait hak yang seharusnya didapatkan oleh waria namun 

                                                                 
28

 Nurul Qomar. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, Jakarta: 

Sinar Grafika, 2014. h.15-17 
29

 Majda. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta: Kencana, 2017. 

h.6 
30

 UUD 1945, Pasal 28 E 
31

 Ibid, Pasal 28 I 
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sering kali tidak dilindungi adalah hak atas identitas diri dan ekspresi gender, 

hak kebebasan dari diskriminasi dan kekerasan, hak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak, hak atas pelayanann kesehatan tanpa stigma, hak 

untuk diakui secara hukum dan hak atas keamanan dan perlindungan hukum. 

Namun perlu diingat bahwa selanjutnya dijelaskan dalam Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 70 yang me $nyatakan se$bagai $ be$ri $kut :  

“Dalam me$njalankan hak dan ke $be$basannya, se$ti $ap orang waji$b 

tunduk ke$pada pe$mbatasan yang di$te$tapkan ole$h Undang-undang de$ngan 

maksud untuk me$njami $n pe$ngakuan se$rta pe$nghormatan atas hak dan 

ke$be$basan orang lai $n dan untuk me$me$nuhi $ tuntutan yang adi $l se$suai $ de$ngan 

pe$rti $mbangan moral, ke$amanan, dan ke$te$rti $ban umum dalam suatu 

masyarakat de$mokrati $s”.
32

 

 

      Dan Pasal 73 Undang-Undang HAM yang me $nyatakan:  

 

“Hak dan ke$be$basan yang di $atur dalam Undang-undang i $ni $ hanya 

dapat di$batasi $ ole$h dan be$rdasarkan undang-undang, se$mata-mata untuk 

me$njami $n pe$ngakuan dan pe$nghormatan te$rhadap hak asasi$ manusi$a se$rta 

ke$be$basan dasar orang lai $n, ke$susi $laan, ke$te$rti $ban umum, dan ke$pe$nti $ngan 

bangsa”.
33

 

 

Berdasarkan pasal tersebut me$mang be$nar, se$ti $ap manusi $a me$mpunyai $ 

ke$be$basan masi $ng–masi$ng, te$tapi$ ji $ka di $te$laah le$bi $h dalam bahwa ke$be$basan 

yang di $mi $li $ki $ be$rbandi $ng lurus de$ngan batasan yang harus di $pe$nuhi $ pula, 

karena selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 30 dan 35 Undang-Undang 

Re$publi $k I$ndone$si $a Nomor 39 Tahun 1999 te$ntang HAM, yai $tu:  

"Se$ti $ap orang be$rhak atas rasa aman dan te $nte$ram se$rta pe$rli $ndungan 

te$rhadap ancaman ke$takutan untuk be$rbuat atau ti $dak be$rbuat se$suatu".
34

 

 

 Ke$mudi $an, te$rdapat dalam Pasal 35 te $ntang HAM, yai $tu:  

                                                                 
32

 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 70 
33

 Ibid, Pasal 73 
34

 Opcit, Pasal 30 
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"Se$ti $ap orang be$rhak hi $dup di $ dalam tatanan masyarakat dan 

ke$ne$garaan yang damai $, aman, dan te $nte$ram yang me$nghormati $, me$li $ndungi $, 

dan me$laksakan se$pe$nuhnya hak asasi $ manusi$a dan ke$waji $ban dasar manusi $a 

se$bagai $mana di $atur dalam undang-undang i $ni $."
35

 

 

Berdasarkan ayat tersebut, terlihat bahwa perilaku waria berbanding 

lurus dengan ham yang memberi pengertian bahwa waria berhak atas hak dan 

kebebasan namun perlu diingat kembali bahwa dalam peraturan perundang-

undangan adanya hak yang dibatasi oleh negara terhadap individu yang 

dianggap sekiranya menganggu ketertiban umum dimasyarakat karena perihal 

tersebut. Hubungan HAM dan waria adalah ia yang tidak dapat dipisahkan 

karena melekatnya Hak pada diri setiap individu. 

B.  Penelitian Terdahulu 

Ke$be$radaan pe$ne$li $ti $an te$rdahulu me$rupakan adanya sangkut paut 

de$ngan pe$ne$li $ti $an yan akan di $lakukan pe$nuli $s. Be$ri $kut pe$ne$li $ti $an te$rdahulu 

yang ada sangkut pautnya de$ngan tujuan agar me$nghi $ndari $ mani $pulasi $. 

1. Nurmala Sari $ De$na, 2019, “ Pe$ran Pe$me$ri $ntah Kota Pari $aman dalam 

Me$mbe$rantas Le$sbi $an, Gay, Bi $se$ksual dan Transge$nde$r (LGBT) dalam 

Pe$spe$kti $f Fi $qi $h Si $yasah”. Pe$ne$li $ti$an i $ni $ me$mbahas pe$ran pe$me$ri $ntah 

te$rkai $t te$ntang kasus LGBT yang te$rjadi $ di $ Kota Pari $aman lalu di $ti $njau 

be$rdasarkan pe$rspe$kti $f Fi $qi $h si$yasah. Pe$rsamaan pe$ne$li $ti $an te$rdahulu dan 

pe$ne$li $ti $an pe$nuli $s te$rle$tak pada bagai $mana pe$ran pe$me$ri $ntah kota te$rhadap 

kasus LGBT se$dangkan pe$rbe$daanya te$rle$tak pada kota dan pe$rspe$kti $f 

yang di $te$li $ti $. Pe$ne$li $ti $an te$rdahulu te$rjadi $ di $ kota pari $aman dan me$mbahas 

                                                                 
35

 Ibid, Pasal 35 
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te$ntang bagai $mana pe$rspe$kti $f fi $qi $h si$yasah te$rhadap kasus te$rse$but. 

Se$dangkan, pada pe$ne$li $ti $an pe$nuli $s te$rle$tak di $ kota se$latpanjang dan 

me$mbahas te$rkai $t pe$rspe$kti $f hukum I$ndone$si $a te$rhadap kasus LGBT.
36

 

2. Novi $ Ve$rawati $, 2019, “ Pandangan Mahasi $swa Te$rhadap Konse$p Hak 

Asasi $ Manusi $a Untuk LGBT “. Pe$ne$li $ti$an i $ni $ me$mbahas te$rkai $t bagai $mana 

pandangan mahasi $swa te$rhadap Hak Asasi $ Manusi $a bagi $ pe$laku LGBT. 

Pe$rsamaan pe$ne$li $ti $an te$rdahulu de$ngan pe$ne$li $ti $an pe$nuli $s te$rle$tak pada 

konse$p Ham te$ntang LGBT. Se$dangkan pe$rbe$daannya te$rle$tak pada ji $ka 

pe$ne$li $ti $an te$rdahulu me$mbahas te$ntang pandangan mahasi $swa I$AI$N Me$tro 

te$rhadap HAM bagi $ LGBT dalam Pandangan I$slam. Se$dangkan pe$ne$li $ti $an 

pe$nuli $s me$mbahas te$ntang pe$ran pe$me$ri $ntah kabupate$n ke$pulauan me$ranti $ 

te$rhadap kasus LGBT be$rdasarkan pe$rspe$kti $f hukum.
37

 

3. Khudri $ah, 2021,” Ori $e$ntasi $ Se$ksual (LGBT) Le$sbi $an, Gay, Bi $se$ksual dan 

Transge$nde$r Dalam Al-Quran Pe$nde$katan Al-Maqasi $di $”. Pe$ne$li$ti $an i $ni$ 

me$mbahas bagai $mana pe$nje$lasan al-quran te$rhadap LGBT de$ngan 

me$lakukan pe$nde$katan Al-Maqasi $di $. Pe$rsamaan pe$ne$li $ti $an te$rdahulu dan 

pe$ne$li $ti $an pe$nuli $s te$rle$tak pada kasus LGBT yang di $llakukan ole$h se$sama 

je$ni $s yakni $ antara laki $-laki $ dan laki $-laki $ yang dalam status LGBT di $se$but 

Gay. Se$dangkan pe$rbe$daan pe$ne$li $ti $an i $ni $ te$rle$tak pada pe$rspe$kti $f yang 

di $te$li $ti$. Pada pe$ne$li $ti $an te$rdahulu pe$nuli $s me$nggunakan pe$rspe$kti $f al-

maqasi $di $ se$bagai $ kaji $an te$rkai $t kasus LGBT. Se$dangkan pada pe$ne$li $ti $an 

                                                                 
36

 Nurmala Sari Dena,” Peran Pemerintah Kota Pariaman Dalam Memberantas 

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Fiqih Siyasah” 

(Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019) 
37

 Novi Verawati,” Pandangan Mahasiswa Terhadap Konsep Hak Asasi Manusia 

Untuk LGBT” (Lampung : IAIN Metro, 2019) 
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i $ni $ pe$nuli $s me$nggunakan pe$rspe$kti $f hukum I$ndone$si $a se$bagai $ kaji $an 

te$rkai $t kasus LGBT
38

. 

                                                                 
38

 Khudriah, “ Orientasi Seksual (LGBT) Lesbian, Gay, Biseksual, 

Transgender Dalam Al-Quran Pendekatan Al-Maqasidi” ( Jakarta : Fakultas 

Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2021) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Je$ni $s pe$ne$li $ti $an yang di $pakai $ i $alah pe$ne$li $ti $an hukum e$mpi $ri $s. 

Pe$ne$li $ti $an hukum e$mpi $ri $s (e$mpi $ri $cal law re$se$arch) di $se$but juga pe$ne$li $ti $an 

hukum sosi $ologi $s, me$rupakan pe$ne$li $ti $an hukum yang me$ngkaji $ hukum yang 

di $konse$pkan se$bagai $ pe$ri $laku nyata (actual be$havi $or), se$bagai $ ge$jala sosi $al 

yang si $fatnya ti $dak te$rtuli $s, yang di $alami $ se$ti $ap orang dalam hubungan hi $dup 

be$rmasyarakat. Pe$ne$li $ti $an hukum e$mpi $ri $s me$rupakan salah satu je$ni $s 

pe$ne$li $ti $an hukum yang me$nganali $si $s dan me$ngkaji $ be$ke$rjanya hukum dalam 

masyarakat.
39

  

B. Pendekatan Penelitian 

Pada pe$ne$li $ti $an i $ni $ me$nggunakan pe$nde$katan Kuali $tati $f. Pe$ne$li $ti $an 

kuali $tati $f me$rupakan suatu pe$ne$li $ti $an yang hasi $l pe$ne$li $ti $annya ti $dak di $pe$role$h 

me$lalui $ prose$dur stati $sti $k atau me$tode$ kuanti $fi $kasi $ yang lai $n. Me$nurut De$ni $n 

dan Li $ncoln (1994) me$nyatakan bahwa pe$ne$li $ti $an kuali $tati $f adalah pe$ne$li $ti $an 

yang me$nggunakan latar alami $ah de$ngan maksud me$nafsi $rkan fe$nome$na yang 

te$rjadi $ dan di $lakukan de$ngan me$li $batkan be$rbagai $ me$tode$ yang ada.
40

 

Pe$nde$katan Dalam pe$ne$li $ti$an i $ni $ di$lakukan de$ngan pe$nde$katan konse$ptual . 

Pe$nde$katan konse$ptual (conce$ptual approach) be$ranjak dari $ pandangan-

pandangan dan doktri $n-doktri $n yang be$rke$mbang di $ dalam i $lmu hukum. 

                                                                 
39

 Wiwik Sri, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum ( Yogyakarta: Publika Global 

Media, 2024 ) hlm.37 
40

 Albi anggito, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: Jejak, 2018) hlm 7-9. 
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De$ngan me$mpe$lajari $ pandangan-pandangan dan doktri $n-doktri $n di$ dalam i $lmu 

hukum, pe$ne$li $ti $ me$ne$mukan i $de$-i $de$ yang me$lahi $rkan pe$nge$rti $an-pe$nge$rti $an 

hukum, konse$p-konse$p hukum, dan asas-asas hukum yang re$le$van de$ngan i $su 

yang di $hadapi $ be$rkai $tan de$ngan Pe$raturan Dae$rah, khususnya pe$ran dan 

fungsi $ satpol pp dalam me$naggulangi $ wari $a di $ Kabupate$n Ke$pulauan Me$ranti $. 

Pe$mahaman akan pandangan-pandangan dan doktri $n-doktri $n te$rse$but 

me$rupakan sandaran bagi $ pe$ne$li $ti $ dalam me$mbangun suatu argume$ntasi$ 

hukum dalam me$me$cahkan i $su yang di $kaji $. 

C. Lokasi Penelitian 

Pe$ne$li $ti $an yuri $di $s sosi $ologi $s/e$mpi $ri $s i $ni $ di$lakukan de$ngan cara 

me$ngkaji $ hukum di $ lapangan. Adapun lokasi $ Pe$ne$li $ti $an i $ni $ te$rle$tak di$ 

Kabupate$n Ke$pulauan Me$ranti $, Provi $nsi $ Ri$au (Satpol PP). Pe$ne$li $ti$an i $ni $ pe$rlu 

di $lakukan untuk me$li $hat bagai $mana pe$ran Satpol PP te$rkai $t wari $a di $ 

Kabupate$n Ke$pulauan Me$ranti $.  

D. Subjek dan Objek Penelitian 

Subje$k dalam pe$ne$li $ti$an i$ni $ adalah Satuan Poli $si$ Pamong Praja 

(SATPOL PP), wari $a dan masyarakat Kabupate$n Ke$pulauan Me$ranti $. 

Se$dangkan obje$k pe$ne$li $ti $an i $ni$ adalah Pe$laksanaan pe$ne$rti $ban te$rhadap wari $a 

be$rdasarkan Pe$raturan Dae$rah Nomor 5 Tahun 2019 te$ntang Ke$te$rti $ban 

Umum di $ Kabupate$n Ke$pulauan Me$ranti $. 
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E. Populasi dan Sampel 

Populasi $ adalah se$ke$lompok orang (le$mbaga, pe$ri $sti$wa, atau subje$k studi $ 

lai $nnya) yang i $ngi $n di $de$skri $psi $kan atau di $ge$ne$rali $sasi $kan.
41

 Sampe$l adalah 

bagi $an te$rpi $li $h dari $ populasi $ yang di $pi $li $h me$lalui $ be$be$rapa prose$s de$ngan 

tujuan me$nye$li $di $ki $ atau me$mpe$lajari $ si $fat-si $fat te$rte$ntu dari $ populasi $ i $nduk. 

Populasi $ dalam pe$ne$li $ti$an i $ni $ be$rjumlah 39.035 orang masyarakat 

Se$latpanjang, Sampe$l dalam pe$ne$li $ti $an i $ni $ te$rdi $ri $ dari $ 57 orang yang di $ ambi $l 

se$cara Purposi $ve$ Sampli $ng. Purposi $ve$ Sampli $ng adalah te$kni $k yang di $se$ngaja 

ole$h pe$ne$li $ti $ dari $ se$orang i $nforman be$rdasarkan kuali $tas yang di $mi $lki$ 

i $nforman. 

Tabel 1.2 Populasi dan Sampel 

No. Re$sponde$n Populasi $ Sampe$l Ke$te$rangan 

1. 
Kasatpol PP Kab.Ke$p 

Me$ranti $ 

 

1 

 

1 

 

Wawancara 

2. 
Kasi $ Tranti $bum Kab. 

Ke$p. Me$ranti $ 
1 1 Wawancara 

3. 

Kabi $d Ope$rasi $ dan 

Pe$ne$gakan Pe$rda Kab. 

Ke$p. Me$ranti $ 

 

1 

 

1 

 

Wawancara 

4. Wari $a  
 

32 

 

4 

 

Wawancara 

5. 
Masyarakat Kota 

Se$latpanjang 

 

39.000 

 

50 

 

Angke$t 

  Sumbe$r: Data lapangan Kab. Ke$p. Me$ranti$ 19 Fe$bruari$ 2025 

                                                                 
41

 Ketut Swarjana, Populasi-Sampel Teknik Sampling dan Bias dalam Penelitian 

( Yogyakarta: ANDI, 2022 ) hlm.4 
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F. Sumber Data 

Data adalah kumpulan kali $mat atau angka yang be$ri $si $ i $nformasi $ yang 

dapat be$rmanfaat bagi $ pe$nggunaannya.
42

 Data yang di $pe$rlukan dalam 

pe$ne$li $ti $an dapat di $kumpulkan me$lalui $ be$rbagai $ sumbe$r. Be$rkai $tan de$ngan 

pe$rmasalahan dan pe$nde$katan yang di $gunakan, maka pada pe$ne$li $ti $an i $ni$ 

me$nggunakan ti $ga sumbe$r data yai $tu: 

1. Data Primer 

Data Pri $me$r i $alah data yang di $pe$role$h se$cara langsung dari $ sumbe$r 

asli $nya.
43

 Me$ngi $kat se$mua warga yang be$rlaku se$cara umum dan di $buat 

ole$h le$mbaga yang be$rwe$nang. Dalam pe$ne$li $ti $an i $ni $ sumbe$r data pri $me$r 

adalah data yang di $pe$role$h de$ngan wawancara langsung ke$ Pe$me$ri $ntah 

Kabupate$n Ke$pulauan Me$ranti $. 

2. Data Sekunder 

Data se$kunde$r adalah sumbe$r data yang di $pe$role$h se$cara ti $dak 

langsung guna me$nje$laskan data pri $me$r. Data se$kunde$r se$pe$rti $: buku-

buku, jurnal, arti $ke$l, e$nsi $klope$di $a hukum. Se$lai $n i $tu data se$kunde$r juga 

bi $sa be$rasal dari $ me$di $a onli $ne$ yai $tu si $tus re$smi $ Kota Se$latpanjang maupun 

Stasi$un Pe$nyi $aran. 
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 Novia Ruth, Manajemen Sumber Daya Manusia, ( Bandung : Widiana , 2021 ) 

hlm.17 
43
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3.  Data Tersier 

Data te$rsi $e$r adalah bahan hukum yang me$mbantu me$mahami $ dan 

me$nje$laskan bahan hukum pri $me$r dan se$kunde$r se$pe$rti $ si $tus re$smi $ 

Kabupate$n Ke$pulauan Me$ranti $ maupun stasi $un pe$nyi $aran. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Te$kni $k pe$ngumpulan data pada pe$ne$li $ti $an i $ni $ adalah se$bagai $ be$ri $kut : 

1. Obse$rvasi $, i $alah akti $vi $tas pe$ngamatan me$nge$nai $ suatu obje$k te$rte$ntu 

se$cara ce$rmat di $ lokasi $ pe$ne$li $ti $an te$rse$but. 

2. Wawancara, adalah salah satu te$kni $k pe$ngumpulan data de$ngan cara 

be$rkomuni $kasi $ se$cara i $nte$rpe$rsonal yang me$rupakan be$ntuk komuni $kasi$ 

langsung tanpa pe$rantara me$di $a antar i $ndi $vi $du. 

3. Angke$t (Kue$si $one$r) adalah me$tode$ pe$ngumpulan data yang me$mbe$ri $kan 

pe$rtanyaan atau yang di $susun se$cara si $ste$mati $s untuk di $i$si $ dan di $re$spon 

ole$h re$sponde$n.
44

 

4. Studi$ Ke$pustakaan, i $alah di $mana pe$ne$li $ti $ me$ni $njau li $te$ratur te$rkai $t 

undang-undang, buku-buku, jurnal, me$di $a massa, i $nte$rne$t se$rta li $te$rature$ 

lai $n yang se$suai $ de$ngan pe$mbahasan pe$ne$li $ti$an guna me$njawab 

pe$rtanyaan dalam rumusan masalah pe$ne$li $ti $an. Studi$ Pustaka adalah 

me$manfaatkan sumbe$r ke$pustakaan untuk me$mpe$role$h data 

pe$ne$li $ti $annya.
45
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 Akbar Iskandar, Dasar Metode Penelitian ( Makassar: Cendikiawan Inovasi 
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27 
 

 
 

H. Analisis Data 

Anali $si $s data me$rupakan tahapan yang di $lakukan se$te$lah data 

te$rkumpul.
46

 Anali $si $s dalam pe$ne$li $ti $an i $ni $ di $lakukan de$ngan me$nganali $si$s 

se$cara de$skri $pti $f. Anali $si $s de$skri $pti$f adalah je$ni $s anali $si$s data yang te$lah 

di $pe$role$h dan di $susun se$cara si $ste$mati $s. Se$lanjutnya di $anali $si $s dan di $urai $kan 

se$cara de$skri $pti $f  kuali $tati $f. Adapun anali $si $s data me$nggunakan me$tode$ 

se$bagai $ be$ri $kut: 

1) Me$tode$ De$dukti $f,  yai $tu me$nggambarkan dan me$ngurai $kan data-data yang 

ada hubungannya de$ngan masalah yang di $te$li $ti $ se$cara umum dan 

ke$mudi $an di $ anali $sa untuk me$mpe$role$h ke$si $mpulan yang be$rsi $fat khusus. 

2) Me$tode$ I$ndukti $f, yai $tu me$nggambarkan data-data yang be$rsi $fat khusus 

yang be$rkai $tan de$ngan masalah yang di $te$li $ti $ se$hi $ngga me$mpe$role$h 

ke$si $mpulan se$cara umum. 

3) Me$tode$ De$skri $pti $f, yai $tu me$nggambarkan se$cara te$pat dan be$nar masalah 

yang di $bahas se$suai $ de$ngan data-data yang di $pe$role$h, ke$mudi $an di $anali $sa 

se$hi $ngga dapat di $tari $k ke$si $mpulannya. 

                                                                 
46

 Jogiyanto Hartono,  Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data, ( Yogyakarta 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pe$laksanaan pe$ne$rti $ban te$rhadap wari $a di $ Kabupate$n Ke$pulauan Me$ranti $ 

di $lakukan dalam rangka me$njaga ke$te$rti $ban umum, ke$te$nangan, dan 

ke$nyamanan masyarakat se$bagai $mana di $atur dalam Pe$raturan Dae$rah No. 

5 Tahun 2019. Me$ski $pun Pe$rda te$rse$but ti $dak se$cara spe$si $fi $k me$nye$but 

ke$lompok wari $a, be$be$rapa ke$te$ntuan umum se$ri $ng di $jadi $kan dasar ole$h 

aparat untuk me$ne$rti $bkan akti $vi $tas yang di $ni $lai $ me$ni $mbulkan gangguan, 

moral, atau ke$te$rti $ban li $ngkungan. Untuk i $tu dalam hal pe$ne$rti $ban i $ni $ 

Satpol  PP (Satuan Poli$si $ Pamong Praja) be$rpe$ran pe$nti $ng guna 

me$nanggulangi $ ke$gi $atan pe$laku wari $a di $ Kabupate$n Ke$pulauan Me$ranti $. 

Be$rdasarkan hasi $l wawancara be$rsama Kasatpol PP dan anggota lai $nnya, 

ada be$be$rapa langkah yang di $ambi $l Satpol PP dalam me$nangani $ wari $a 

di $antaranya adalah: i $nve$ntari $sasi $ dan pe$mantauan lokasi $, pe$ne$ri $maan 

laporan masyarakat, Sosi $ali $sasi $ dan pe$nde$katan pe$rsuasi $f, ope$rasi $ 

pe$ne$rti $ban lapangan, Koordi $nasi $ de$ngan i $nstansi $ te$rkai $t dan e$valuasi $ dan 

ti $ndak lanjut 

2. Ke$ndala dalam Pe$laksanaan Pe$ne$rti $ban te$rhadap Wari $a Be$rdasarkan Pe$rda 

No. 5 Tahun 2019 te$ntang Ke$te$rti $ban Umum di $ Kabupate$n Ke$pulauan 

Me$ranti $ dapat dapat di $rumuskan dalam be$be$rapa hal yai $tu: Sti $gma dan 

di $skri $mi$nasi $, Kurangnya pe$nde$katan pe$rsuasi $f dan e$dukasi $, ke$te$rbatasan 
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kapasi $tas aparat pe$ne$gak pe$rda, ke$ti $adaan re$gulasi $ pe$ndukung dan 

alte$rnati $f solusi $ dan tantangan koordi $nasi $ antar i $nstansi $ 

B. Saran  

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yakni Aparat Penegak Perda 

harus dilatih untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif, 

bukan represif, guna menjaga ketertiban umum tanpa melanggar hak-hak 

individu. Adanya penyusunan SOP yang jelas dan terstruktur agar 

tindakan yang dilakukan tidak bersifat subjektif, sewenang-wenang, atau 

multitafsir. Melakukan kolaborasi dengan Lembaga Sosial yang bergerak 

di bidang HAM dan gender, guna memberikan pembinaan sosial yang 

lebih komprehensif. Mengadakan sosialisasi yang lebih intensif agar 

pemahaman terhadap aturan yang berlaku merata dan tidak menimbulkan 

kesalahpahaman atau konflik sosial.  

Bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti hendaknya memahami 

Peraturan Daerah secara menyeluruh agar tidak salah menafsirkan maksud 

dari ketentuan-ketentuan tentang ketertiban umum. Mendukung penertiban 

secara positif serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang 

aman dan damai. 

Bagi pelaku waria hendaknya memahami dan mentaati aturan yang 

berlaku dengan menyesuaikan perilaku diruang publik agar tidak 

bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi menghindari 

konflik atau tindakan penertiban dari aparat. Menjaga ketertiban dan 

norma sosial di masyarakat dengan menjaga ketertiban umum, 
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menghormati norma-norma sosial setempat, serta menunjukkan sikap yang 

menghargai nilai-nilai budaya lokal agar tercipta kehidupan sosial yang 

harmonis. 

2. Te$rkai $t ke$ndala pe$laksanaan pe$ne$rti $ban te$rhadap wari $a pe$nuli $s 

me$nyarakan untuk  i $tu upayanya yang dapat di $lakukan adalah me$lakukan 

koordi $nasi $ fungsi $onal antar i $nstansi $, me$lakukan pe$ne$rti $ban te$rhadap wari $a, 

me$lakukan sosi $ali $sasi $ ke$pada wari $a, me$lakukan pe$ndataan te$rhadap wari $a 

dan me$ni $ngkatkan pe$ngawasan de$ngan me$lakukan pe$mantauan langsung 

di $lapangan. 
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